
 

 

 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 241 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 

METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a.  bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian tugas       

dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan tera dan   

tera ulang pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal 

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka 

Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2017        

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi 

Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Malang Nomor 206 Tahun 2019 tentang Perubahan      

atas Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi 

Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan          

perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang       

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang 

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965    

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3191); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang           

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan               

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan     

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir        

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015         

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang           

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015      

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang     

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72        

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12           

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan                

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana        

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76         

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan      

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021   

Nomor 186); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017   

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang       

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 
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10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi  

Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia          

Tahun 2017 Nomor 10); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 

tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara        

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia           

Tahun 2024 Nomor 56); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9                

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2023 Nomor 3 Seri C); 

14. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2017        

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi 

Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 17 Seri C), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Malang Nomor 206 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2017        

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi 

Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 181 Seri C); 

15. Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,        

serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022           

Nomor 54 Seri C); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 17 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 

METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang        

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 

Nomor 17 seri C), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Malang Nomor 206 Tahun 2019         

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana         

Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 

Nomor 181 Seri C), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 8, angka 9, angka 10, 

angka 11, dan angka 12 diubah, diantara angka 12       

dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 12a, 

dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 14, 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya 

disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 
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4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Malang. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian         

dan Perdagangan Kabupaten Malang. 

6. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang  

selanjutnya disingkat UPT Metrologi Legal adalah 

satuan kerja pada Dinas yang menyelenggarakan 

kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, 

Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya dan 

pengawasan di bidang Metrologi Legal. 

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Metrologi Legal         

pada Dinas. 

8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai 

bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas. 

9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau 

dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 

10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau 

dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. 

11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan  

atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan       

pada alat ukur, takar, atau alat timbang yang 

menentukan hasil pengukuran, penakaran atau 

penimbangan. 

12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah       

atau tanda tera batal yang berlaku, atau        

memberikan keterangan-keterangan tertulis yang 

bertanda tera sah atau tanda tera batal yang        

berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian 

yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar,              

Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya yang         

belum dipakai.  



7 

 

12a. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan   

tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang  

berlaku atau memberikan keterangan-keterangan 

tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera        

batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera   

berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat       

Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat 

Perlengkapannya yang telah ditera. 

13. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola 

satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran 

dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan 

teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang 

yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam 

hal kebenaran pengukuran. 

14. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memastikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang,       

dan Alat Perlengkapannya, barang dalam keadaan 

terbungkus, dan satuan ukuran sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga  

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

 

(1) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal terdiri dari: 

a. Kepala UPT; 

b. Dihapus; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

d. Dihapus. 

(2) Bagan struktur organisasi UPT Metrologi Legal 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan 

Pengawas. 
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3. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah, sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

 

UPT Metrologi Legal mempunyai tugas: 

a. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang, 

pengawasan kemetrologian, dan pembinaan          

sumber daya manusia kemetrologian dengan uraian 

tugas sesuai dengan ketentuan peraturan    

perundang-undangan; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud     

pada Pasal 5, UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi: 

a. pemberian pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan 

kemetrologian, dan pembinaan sumber daya manusia 

kemetrologian; dan 

b. pelaksanaan administrasi perkantoran. 

 

5. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 

 

6. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum   

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 31 Desember 2025 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 31 Desember 2025 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

BUDIAR 

 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2025 Nomor 241 Seri C 



 

 

LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 241 TAHUN  2025 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

BUPATI MALANG NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 

METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN 

DAN PERDAGANGAN 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL 
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
BUPATI MALANG 

 

ttd. 
 

SANUSI 

KEPALA UPT 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Keterangan: 

  : Garis Komando 

  : Garis Koordinasi 
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